
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarn. Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 5587) sebagairnana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubaban atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246~ Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Namor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara. Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Perubahan Alas Peraturan Walikota
Palembang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Menimbang : a bahwa guna mengakomodir perubahan ketentuan peraturan
perundangan terkait penetapan sahlan biaya perjalanan
dinas dalam negeri, maka perlu diIakukan perubahan atas
Peratu.ran Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan PeIjalanan Dinas Da1a.m
Negeri;

WAUKOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG
NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
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NOMOR "6 TAHUN 2015
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(1) Perjalanan dinas luar daerah terdiri atas lromponen sebagai berikut
a. uangharlan; .
b. biaya transport/biaya baban bakar mmyak;
c. mayapenginapan;
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan dalam kota;
f. Biaya angkutan dan pemetian jenazah . '0

(2) Uang harlan sebagaimana cfunakgud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. uangmakan;
b. uang transportasi lokal; dan
c. uang saku, ~~_1~~~ pada t (1) huruf b

(3) Biaya transportasi sebagaimana ~1.A& aya
meliputi: . tempat

a. biaya perja1anan dinas dari tempat kedudukan .sampatterminal
tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biayake
bus/stasiun/bandara/peIabuhan keberangkatan; dan .

b. retrlbusi yang dipungUt di terminal bus/ stasmnl
bandara/pelabuban keberangkatan dan kepuJangan.

(4) Dalam hal peIjalanan d~nas dilakukan dengan ~
kendaraan droas maka biaya transport diberikan berupa Ire
penggantian bahan bakar minyak, dari kota Tempst Kedudukan
kota Tempat Tujuan.

Pasal7

Beberapa ketentuan dalsm Peraturan Walikota. Palembang Homor 61 Tahun
20 14 tentang Pedoman Pelaksanaan PeIjalanan Dinas Da1am Negeri diubah
sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (8) diubah sebingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut

Pasal I

Menetapkan 0 PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG NOMOR 61 TAHUN
2014 TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pa1embangTahun 2007 Hornor 2);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor
4416) sebarPUnana telah diubah tf:rakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubaban
Ketiga Atas Pera.turan Pemerintah Hornor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara RepubJik Indonesia T-ahun2007 Nomor 47);



Pemberian biaya perialanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal5 diatnr dengan ketentuan sebagai berilrut:
a. perja1anan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,

diberikan paling lama 4 (empa.t) hari dengan punjab Pelaksa~a SPD
dibatasi sesuai relevansi dati substansi tujuan pelaksanaan perja1anan
dinas;

b. da1am hal diperlukan tambahan hari malm Pelaksana SPO dapat
mengajukan ijinkepada PA dengan merincikan keperluan penambaban
jumlah hari;

·alanan dinas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 6 ~uruf b,
c. ~berikan berdasarkanjum1ah waktu sesuai uDd~n danpabng lama

dapat ditambah 2 (dua) haripetja!anan;
d. peIjalanan dinas sebagairnana dimaksud daJam. Pasal 6 h~ c, d, e

dan f diberikan berdasarkan jnmJah waktu sesum penugasan; .
· 1 drosssebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dan 1,e_ pet]8_ansn -- . dan dapat

diberikan berdasarkan jnm1ab waktu seswu penugasan,
m.engikutsertakan keluarga/ pendamping aebanyak 1 (satu) orang;

· Is d" s sebagaimana dimaksud_ dalam Pasal 6 huruf hf. perja_DanJDa_ . atau ling
diberikan berdasarkan punjab ~ ~ penugasa~, pa
tinggi. dengan perhitungan untuk 5 (lima) haripenugasan, dan .

g. perjalanan dinas sebagaimana dirnaksud da1am Pasal 6 huruf j, ~
pelaksanaan paling lama 3 (hari), dan pe1aksana SPD termasuk pibak
keluarga betjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal8

2. Ketentuan Pasal 8 huruf g diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sehagai
berikut:

(5) Biaya penginapan sebagairoana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau
tempat penginapan lainnya.

(6) Da1am hal pelaksana perja1anan dinas tidak metJggnnakan fasilitas
hotel/tempat penginapan 1ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksana perialanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar

30% (tiga puluh persen] dati tarif penginapan sesuai dengan
tingkatan perja1anan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf adibayarkan
secara lumpsum.

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat: (1)huruf d dapat
diberikan kepada Walikota, Wakil WaJikota, Pimpinan dan Anggota
DPRD, PNS Eselon n~ dan PNS eseJon m se1ama. meIakukan
peIja1anan dinas.

(8) SeWa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat
tujuan dengan ketentuan yang diatur Iebih 1anjut dalam keputusan
walikota.

(9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, baban bakar minyakdan pajak.

(10) Biaya angkutan dan pem.etian jenamh diberikan hanya untuk:
perjalanan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 huruf j.



(I) Biaya PerjaJanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dikelompokkan menjadi biaya peIja1anan dinas untuk:
a Walikota dan Wakil Walikota; dan
b.PNS. -

(2) Biaya PetjaJanan Dinas luar daerab untuk PBS sebagaimana dimaksud
ayat (1)huruf b, digoJongkan menjadi 5 (lima), yaitu:
a untuk Sekda;
b. untuk eselon II;
c. tzntuk eselon ill/golongan N;
d. untuk eselon IV/go1ongan ill;dan
e. untuk PNS golongan II/I/CPNS_

(3) Besaran biaya PerjaJanan Dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota
DPRD diatur lebib Janjut da1am keputusan walikota.

(4) Pegawai Non PNS dapat diberikan biaya PerjaJanan Dinas luar daerah
yang digolongkan dalarn tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menurut tingkat pendidikan,. keparutan, dan/atau togas yang
bersangkutan_ . --

(S) Pegawai Non PNS dapat melakukan Perjalanan Dinas luar daerah
dalam hal mend.esak/khusus, yang digoIongkan daJam tingkat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menurut tingkat pendidikan~
kepatutan, dan/ atau hlgaS yang bersangkutan.

(6) Komponen biaya perja1anan dinss luar daerah sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat maya Perjalanan
Dinas sebagatmana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.maya transportasi pegawai dibayarkan sesuai maya rill berdasarkan

fasilitas/mode transportasi sesuai tingkatan perialanan dinas;
b. uang bahan bakar minyak untuk yang menggunakan ~
dinas dibayarkan secara Lumpsum danmerupakan hams tertinggi;

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya ~ dikecua1ikan
sebagaimana dirnaksud dalarn Pa.sal 7 ayat (6)dan merupakan batas
tertinggi; tidak

d. dalam hal telah mendapatkan fasi1itas penginapm maka .
diberikan maya penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (6);

e. uang representasi dibayarkan secara Lumpsum. dan m~
batas tertinggi, untuk PeJjaJanan Dinas sebawnma~ dlmaksud
dalam Pasal6 huruf h, tidak diberikan uang lepn::scn~ .

f. sewa kendaraan dalam kota diba:yarkan sesnai dengan Biaya Riil dan
merupakan hatas tertinggi;
. tian dibayarkan sesuai Biaya Riil dan merupakan bamsg. biaya peme .. - . n..-;.....1_~._.. ~~-.-- tertinggi sesuaI tingkatan maya L 'O.d.~ £J~,. . tarif

h.angkutan jenamh dibayarkan ~ maya Rill sesuat

yang berlaku dan alat angkutan yang ~. . ... .
(7) Rincian besaran biaya Perjalanan Dinas sesum tingkatan perja1anan

dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PasaI 10

3. Ke~tuan PasaI 10 ayat {3}diubah sebingga PasaI 10 berbunyi sebagaiberikut:



(...........•...................•••...•....•• )
NIP.

yang membuat petuyataall

c~(alasan pembatalan pel]a1anan was) sehubungan denpn ~~ tersebut, dapat
pelaksanaan petja1anan dinas tidak oleh pejabat I pegaii81negen Jain.

-Demikian surat pemyataan inidibua.t dengan sebenam.ya untuk dapat dipeIgtmakan
digantikan seperlunya sesuai denpnketentuan hukum yang bedaku.

~11~ ••••••••••••••••••••••• _••• _••••• _

••••••••• s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __••••• _•• __••••••••••• ••• _. •••• _•• _._ •• _. __._. __~

Jabatan .
UnitKetja .
S~ :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas Jainnya
yang sangat mendesak/penting dantidak dapat ditunda yaitu ........u .. uu~ ....... u .......... m .... u

(Pejabat penerbit Surat Tugas)..••..••••••.••.•••..••...•...•...•..•.....

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Unit KeIja
SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas PeIjaJanan Dinas Jabatan atas nama:
N~ ...............•.•..••...•.•...•...••• __•. ~"~llII ~Jl1C))
NIP .

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR : ...............•.....•..•....•........

LAMPlRANI
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WAUKOTANOMOR61 TAHUlI 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI



( )
NIP.

yang membuat petnyataan

1)emikian surat peluy"ta8J) iJlidibuat dengan sebenam.ya dan apabi1a dikemudian bari
temyata sumt pemyataan :iJli tidak benar dan menimbnJkan kerugian nepra, saya
bertanggungjawab penuh dan beIsedia menyetorkan kerugian tenJebu.t IrenaB nepm..

~1)slIJ~ - ••• __•••

z Berlrenaan dengan pembata1an tersebut, biaya transportasi benlpa .•...............•.•..dan
_biaya penginapan yang telah terlanjur dibaya1"1mnatas beban DPAtidak dapat dtlrembalilgm
I refund (sebagian / seluruh) sebesar Rp , sebingga dibebankan
pada Rekening anggaran .

dibatalkall sesuai dengan Surat PettiyatAADPembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
~lr •••••••••••••••••••••••••••• T"ll~l .

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perja1anan Dinas Jabatan benIasarkan Sumt Tu
Nom.or: Tangg:al :.•••.•.•...•..•••.... DanSPO Hamor Tian~l an' gas......•....... ~ , .

~ : .....................................•.... ~lla SJl1[))
NIP
-Jabatan
UnitKetja
SKPD

(PA/KPA)•••.•...••.••...•...•...•....•...........•.

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama .
NIP
Jabatan
UnitKetja
SKPD

LAMPlRANn
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJAl.ANAN DlNAS DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN



(...........................•.......•....•.•. )
NIP.

(............•.................•.. )
NIP.

~~l)ft1l~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pe1aksaJJa SPD,
Mengetahui J menyetujui :
Kuasa. Pengguna Anggaran

Demikian sural pernyataan ini dI"buatdengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
-sebagaimans mestinya.

2. Jumlsbuang tersebut pada angka 1di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaks8naan petja1an.an dinas dimaksud dan apabi1a eli kemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran kamibersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke
KasDaerah.

_S. Ieh bukti-bukti luarannya, meliputi :
No. URAIAN JUMLAH

.

(Pejabat penerbit Surat Tugas)
Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
NIP .
Jabatan .

berdasarkan Surat Perja1anan Dinas (SPD) Nomor .......•.•...•• Tanggal •..•••.•••••.•..••.•, dengan ini
kamimenyatakan dengan sesunggubnya bahwa :
1. Biaya transpor pegawai danJatau maya penginapan di bawah ini yang tidak dapat

DAFfAR PENGEWARAN RIll.

LAMPIRAN rn.a
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WAUKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI



(........•.........•.... _ )
NIP.

JlII)t,rrallftJ1~ •••••..••••.••••.•.•••.•..•..••.•••.
Yangmembuat pemyataan

Menyatakan denpn sesungguhnya bahwa daJam meJaksanakan perjaJanan dinas ke.....
dati tanggal .... sId ...Bulan .... Tahun ...., benartidakmengguna1am fasilitashotell
jenis penginapan lainnya.

Demikian surat pemyataan inidibuat dengan sebenarnya sebapi ke1engkapan
pettanggungjawabanpelaksanaan perjaIanan. dinas.

Yang bertandatangan dibawah ini :
N~ .•.••••••..•.••••••.•..•••..••••••••••••••• ~ SJ?t[))
NIP .
Jabatan
UnitKer
SKPD

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN
FASIUTAS HOTEL I PENGINAPAN LAINNYA

LAMPIRAN m.b
PERAroRAN WALIKOfA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN D1NASDALAM NEGERI



(..................•...........•.......• )
NIP.

Ditetapkan sejum1ah : Rp.
yang telahdibayar semula : Rp.
Sisa kurang I Lebih : Rp.

PAl KPA

PERHITUNGAN SPO RAMPUNG

(....•...............•.....•.......•.... )
NIP.

( ~.•.••.....•..• )
NIP.

YangMenerima

Palembeng, .
TelahmenerimajnmJab uang sebesar
];t]). •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Telah dibayar sejum1ah
~ •........•..••.•..•..••.......

Bendabara Pengeluaran

No. PERINCIAN BIAYA JUMIAH KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

JllTnlab IRp·
TermlanD

I.ampimn SPO Hornor
Tanggal

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS.

LAMPIRANIV
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERAnJRAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI



-:

(.••.......................•....•..........•. )
~ •................•........•.••••.•.••

PA/KPA

Dikeluarkan di
Tanggal

1. NamaPegawai yang melaksanakan
Perjalanan Dinas
NIP

2. a. Pangkat dan Golongan
b. Jabatan I Inatansi
c. ......

_1 Lt Biaya ft.i' _1 Dinas_!_
3. Maksud Perjalanan Dinas

4. Alat Angkutan yang dipergunakAn

5. a. Tempet Berangkat
b. Tempat Tujuan

6. a. Lamanya PetjaJanan Dinas

b. Tangga] Berangkat
c. Tanggal harus Kemba1i

7. Namayang diikut sertakan

8. PembebananAnggaran
a. Instansi
b. Rekening Anggaran

9. Keterangan Lain-lain

.. ......-••...•....... _-.....SKPD

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

LAMPIRANV
PERATURAN WALlKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WAUKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAIAM MEGER!



(....•...•...••.•.•...............•...... )
NIP

Berangkat dati
Ke
Padatangpj
Kepala

VB. Catatan lain-lain

(..•..•.....•.............•.......•...... )
NIP

VI. Tt1:tadi
PadaTgl
Kepa1a.

vm, PERHATIAN :
PA/KPA yang menerbitkan SPD,.pegawai yang me1akukan petja1anan dinas,
para pejabat yangmengesahkan tanggal berangkat/~ serta hendabara
pengeluaran bertanggungiawab berdasarkan peraturan-peratunm .mengenai
/ daerah menderita. kerugian akibat keuangan negam. / daerah apa.bilaneganl
)resaJaban, )reJaJaian,dan ~- -,- .

( _ _--_ )
NIP

Berangkat dati
Ke
Padatangpl
Kepa1a

(.........................•.............. )
NIP

V. Tibadi
PadaTgl
Kepa1a.

(.............••••...•.••• _.__ ......••.•. )
NIP

Berangkat: dari
Ke
Pada tangg;d
Kepala

(..•.•..•.•.•......•........•............ )
NIP

Berangkat dati
Ke
Pada tanggal
Kepa1a

(.••..••.•.•..••......•..•.•......•...... )
NIP

PadaTgl .
Kepala .

(..•..••••••••••••••••....•.............. )
NIP

IV. Tl"badi .

PadaTgl
Kepala

(................•....................... )
NIP

Berangkat dari .
Ke .
Pada tanggal .
Kepa1a .

(.•.........••........................... )
NIP

ID. Tibadi

PadaTgl
Kepa1a

D. Tibadi
~ ........•.......... -•..•..••.. -.....)

Pada tanggal
Kepa1a

I. Berangkat dari
(Tempat kedudukan) .
Ke



Diundangkan di Palembang HARNOJOYO
padmggal ~ A~US1'\.tS2Ot?
SE S DAERAH ROTA PALEMBANG .

uco D YAT r-. '1,
-'-'T1'ADAERAH KOTAPALEMBANG TAHUN 2015 Na~vR _,---......._..,__,

Agar scoop orang mengetahuinya, memerintab.kan pengundangan Peraturan
Walikota ini, dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal b Agus1'US UtIS'

Peraturan Walikota inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Petjalanan
Dinas kepada pejabat yang menerbitkan SPT dan biaya Perjalanan
Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas
dilaksanakan. -.

(2) Pertanggungjawaban biaya Petjalanan Dinas sebagairnana dimaksud
pada ayat (1)dengan melampirkan dokumen berupa:
a. SPTyang sah dari atasan Pelaksana SPD;
b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan
Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan
Perjalanan Dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax/retribusi, darrj atau bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;

d. bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang
dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa
penyewaan kendaraan dan/ atau jasa hotel/ penginapan; dan _.

e. laporan tertulis tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas.
(3) a. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan Iatau penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh,
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah dapat
menggunakan daftar pengeluaran rill sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Ill.a yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

b. Untuk pembayaran biaya penginapan yang tidak menggunakan
fasilitas hotelItempat penginapan lainnya dilengkapi dengan surat
pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III.b yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

(4) KPAmelakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya
Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.

(5) KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagairnana dimaksud pad~
ayat (1) dan mcnyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai
pertanggungjawaban UP dan bukti pengesahan Surat Perintah
McmbayarISurat Perintah Pencairan Dana pembayaran langsung
Perjalanan Dinas.

Pasal22•

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
berikut:


